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MENUJU	SISTEM	BANTUAN	SOSIAL	DI	INDONESIA	YANG	
KOMPREHENSIF,	TERINTEGRASI,	DAN	EFEKTIF	

	
Jakarta,	7	Desember	2017	–	Dalam	rangka	percepatan	penurunan	kemiskinan	dan	ketimpangan,	Pemerintah	
Indonesia	 bersama	 Bank	 Dunia,	 Australian	 DFAT,	 dan	 GIZ	melaksanakan	 diskusi	 kebijakan	 “Menuju	 Sistem	

Bantuan	Sosial	di	 Indonesia	yang	Komprehensif,	Terintegrasi,	dan	Efektif”.	Pelaksanaan	kegiatan	ini	sejalan	
dengan	 amanat	 Rencana	 Pembangunan	 Jangka	 Panjang	 Menengah	 Nasional	 (RPJMN)	 2015-2019	 kepada	
Pemerintah	 Indonesia	 untuk	 menurunkan	 angka	 kemiskinan	 dan	 ketimpangan	 melalui	 penyelenggaraan	
perlindungan	sosial	yang	komprehensif,	salah	satunya	adalah	bantuan	sosial	yang	terintegrasi	dan	tepat	sasaran.	
Sejauh	 ini,	pemerintah	 telah	melaksanakan	berbagai	program	dan	 reformasi	bantuan	sosial	 yang	dibuktikan	
dengan	peningkatan	anggaran	dan	cakupan	sasaran	program	bantuan	sosial	dari	2010	hingga	2017.	
	
Kegiatan	 diskusi	 kebijakan	 ini	 diharapkan	 dapat	 memberikan	 masukan	 dan	 menjadi	 pertimbangan	 dalam	
pelaksanaan	tugas	oleh	para	pengambil	kebijakan,	praktisi,	maupun	akademisi	dan	pemerhati	program-program	
bantuan	 sosial.	 Selain	 itu,	 peningkatan	 kesadaran	 mengenai	 signifikansi	 program	 bantuan	 sosial	 dalam	
penurunan	kemiskinan	dan	ketimpangan	juga	diharapkan	meningkat	sehingga	dapat	ditularkan	secara	lebih	luas	
pada	berbagai	forum	dan	kesempatan	lainnya.	Diskusi	kebijakan	yang	dibuka	Deputi	Bidang	Kependudukan	dan	
Ketenagakerjaan	Kementerian	PPN/Bappenas	Pungky	Sumadi	tersebut	terbagi	atas	dua	sesi	diskusi	panel.	Sesi	
pertama	yang	dimoderatori	Senior	Managing	Editor	The	Jakarta	Post	menghadirkan	pembicara	dari	Bank	Dunia,	
Kementerian	 Sosial,	 Bank	 Indonesia,	 dan	 Lembaga	 Penelitian	 SMERU.	 Sesi	 kedua	 yang	 dipandu	 Direktur	
Penanggulangan	Kemiskinan	dan	Kesejahteraan	Sosial	Kementerian	PPN/Bappenas	Vivi	Yulaswati,	menampilkan	
pembicara	 dari	 proyek	 LANDASAN-KOMPAK,	 Kementerian	 Sosial,	 Kementerian	 Kesehatan,	 dan	 Bappeda	
Provinsi	Papua	dan		
	
“Selain	pengembangan	Sistem	Jaminan	Sosial	Nasional,	berbagai	program	bantuan	sosial	perlu	pengintegrasian	
agar	semakin	tepat	sasaran	dan	efektif.	Sumber	Kementerian	Keuangan	dengan	perhitungan	Bank	Dunia	merilis,	
pada	kurun	waktu	2012	hingga	2016,	anggaran	bantuan	sosial	juga	telah	meningkat	dengan	signifikan,	sebesar	
15,4	persen	dari	 total	 belanja	 pemerintah	dan	1,4	 persen	dari	 total	 PDB	nominal	 pada	2016,”	 ujar	 Pungky.	
Reformasi	pada	berbagai	program	bantuan	sosial	di	Indonesia	mencakup	integrasi	penyaluran	bantuan	sosial	
baik	melalui	penggunaan	basis	data	terpadu	maupun	penggunaan	satu	kartu	penyaluran	secara	non	tunai	dalam	
payung	 Strategi	 Nasional	 Keuangan	 Inklusif	 (SNKI),	 perluasan	 bantuan	 tunai	 bersyarat	 (Program	 Keluarga	
Harapan)	ke	seluruh	kabupaten/kota	di	Indonesia,	serta	reformasi	subsidi	tepat	sasaran	pangan	dan	energi.		
	
Pungky	menambahkan,	penyelenggaraan	bantuan	sosial	 seharusnya	 tidak	hanya	menyasar	kelompok	miskin	
tetapi	 juga	 kelompok	 rentan	 yang	 menghadapi	 berbagai	 risiko	 jatuh	 miskin,	 seperti	 guncangan	 ekonomi,	
bencana,	serta	risiko	lain	yang	berkaitan	dengan	siklus	hidup,	termasuk	ibu	hamil,	anak	usia	dini,	penduduk	usia	
tua	dan	penyandang	disabilitas.	Berdasarkan	data	panel	dari	 Indonesian	Family	Life	Survey	 (IFLS)	2007-2014,	
sebesar	 sebesar	 sepuluh	 persen	 penduduk	 rentan	 pada	 2007	 jatuh	 miskin	 pada	 2014.	 Informasi	 serupa	
ditunjukkan	pula	dari	data	panel	Survei	Sosial	Ekonomi	Nasional	(Susenas)	2008-2010,	bahwa	sebesar	54	persen	
dari	rumah	tangga	miskin	pada	2015	bukan	merupakan	kelompok	miskin	pada	2014.		
	



	 	 	
	 	
	
	
Implikasi	dari	temuan	tersebut	menunjukkan	bahwa	sistem	bantuan	sosial	di	Indonesia	harus	dirancang	secara	
komprehensif	untuk	mampu	mengatasi	kerentanan	masyarakat	sepanjang	siklus	hidup	agar	dapat	menciptakan	
kesejahteraan	 yang	 berkelanjutan.	 Sistem	 bantuan	 sosial	 saat	 ini	 masih	 perlu	 ditingkatkan	 efektivitas	 dan	
efisiensinya	 untuk	 menurunkan	 angka	 kemiskinan	 dan	 ketimpangan.	 Tujuan	 ini	 perlu	 dipandang	 sebagai	
pekerjaan	multi-sektoral	yang	mensyaratkan	inovasi,	koordinasi	dan	kerja	sama	yang	solid.		Beberapa	cara	yang	
ditawarkan	untuk	memfasilitasi	hal	tersebut	antara	lain	adalah:	1)	Melaksanakan	upaya	inovatif	untuk	perbaikan	
dan	pemutakhiran	data	sasaran	program	secara	dinamis,	misalnya	melalui	Sistem	Rujukan	dan	Layanan	Terpadu	
(SLRT)	 dan	Mekanisme	 Pemutakhiran	Mandiri	 (MPM);	 2)	Meningkatkan	 kapasitas	 dan	 peranan	 Pemerintah	
Daerah	dalam	hal	sosialisasi,	edukasi,	penanganan	permasalahan	sosial	di	daerah,	maupun	inovasi	penyediaan	
layanan	di	daerah	yang	dapat	mendukung	pelaksanaan	bantuan	sosial;	3)	Melibatkan	berbagai	sektor	dalam	
perencanaan	program,	misalnya	pendidikan,	kesehatan,	agama,	kependudukan,	perbankan,	migas,	komunikasi	
dan	 lainnya,	 untuk	mendukung	 sistem	 bantuan	 sosial	 yang	 komprehensif	 dan	 inklusif;	 4)	 Pemantauan	 dan	
evaluasi	untuk	menilai	secara	efektif	capaian	tujuan	dan	dampak	dari	berbagai	program	bantuan	sosial.	
	
	
	
Jakarta,	7	Desember	2017	
	
Thohir	Afandi	
Kepala	Biro	Humas	dan	Tata	Usaha	Pimpinan	 	 	 	 	
Kementerian	PPN/Bappenas	 	 	 	 	 	 	
	
Untuk	informasi	lebih	lanjut:	
Kementerian	PPN/Bappenas	 	 	 	 	
Jl.	Taman	Suropati	No.	2	Jakarta	10310	 	 	 	
Telepon:	(021)	31936207,	3905650	 	 	 	 	 
Faksimile:	(021)	31901154	 	 	 	 	 	 	 	
Email:	humas@bappenas.go.id	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 	 	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	

AGENDA	KONFERENSI	
	

Pukul	 Topik	yang	akan	dibahas	 Pembicara	

12.00	–	14.00	 Pendaftaran	peserta	dan	makan	siang	 	

14.00	–	14.30	 Pidato	 pembuka	 oleh	 pejabat	 Indonesia	 dan	
Perancis	

Bapak	Gellwynn	Jusuf	

Sekretaris	Kementerian	PPN/Sekretaris	Utama	Bappenas		
	

Mr.	Jean-Charles	Berthonnet	

Duta	Besar	Perancis	
14.30	–	15.00	 Indonesia	dan	Paris	Agreement	

ð Paris	 Agreement	 2017:	 tantangan	 dan	
perspektif	

	
ð Komitmen	 Indonesia	 untuk	 iklim:	

pencapaian	dan	perspektif	NDC		

Bapak	Rachmat	Witoelar	

Utusan	Khusus	Presiden	untuk	Perubahan	Iklim		

	

Mr.	Remi	Genevey		

Direktur	Departemen	Asia,	AFD	Paris		
	

15.00	–	15.15	 Sesi	foto	 	

15.15	–	16.15		 Round-table	1:	Energi	dan	perubahan	iklim	di	
Indonesia,	 bagaimana	 Indonesia	 dapat	
mencapai	 tujuan	 Perjanjian	 Paris	 dan	
bagaimana	 mitra	 pembangunan	 dapat	
berkontribusi?	
- Pendahuluan:	 konteks,	 kebijakan	 dan	

harapan	dari	masyarakat	internasional	
- 5	pembicara	(Pemerintah	/	Swasta	/	LSM)	
- Sesi	tanya	jawab	

Moderator:	
Bapak	Darwin	Trisna	Djajawinata		

Direktur,	Penasihat	&	Pengembangan	Proyek,	PT	SMI	
	

Pembicara:	
Bapak	Rida	Mulyana	

Direktur	Jenderal	Energi	Baru,	Terbarukan	dan	
Konservasi	Energi,	Kementerian	Energi		

	

Bapak	Jon	Respati	(Ketua,	MASKEEI)	
Mr.	Christophe	Comte	(Ketua,	FREGI)	

Mr.	Christoph	Twerenbold		
(Deputy	Country	Director,	KfW)		

Mr.	Paul	Westin		
(Konselor	Energi,	Kedutaan	Swedia)	

16.15	–	16.30	 Coffee	break	 	

16.30	–	17.30	 Round-table	2:	AFOLU	dan	perubahan	iklim	di	
Indonesia,	 bagaimana	 upaya	 nasional	 dan	
internasional	 dapat	 mendukung	 kebijakan	
mitigasi	 dan	 berkontribusi	 terhadap	
pencapaian	target	yang	ditetapkan?		
- 5	pembicara	
- Sesi	tanya	jawab	

Moderator:		
Mrs.	AJ	Glauber		

Lead	Environmental	Specialist,	World	Bank	
	

Pembicara:	
Bapak	Agus	Justianto	(Staf	Ahli	Kementrian	

Lingkungan	Hidup	dan	Kehutanan)	
Bapak	Indroyono	Soesilo	(Direktur,	APHI)	

Mrs.	Su-Lin	Garbett-Shiels	(Deputy	Head,	UKCCU)	
Bapak	Nirarta	“Koni”	Samadhi	Country	Director,	WRI		

Bapak	Parjiono	(Kepala	PKPPIM,	BKF)	
	



	 	 	
	 	

	

17.30	–	18.00	 Kesimpulan	dan	Penutup	
	

Vincent	Guerend	(Duta	Besar	Uni	Eropa)	
	

Bapak	Arifin	Rudiyanto		

Deputi	Bidang	Kemaritiman	dan	Sumber	Daya	Alam,	
Kementerian	PPN/Bappenas	

18.00	–	20.00	 Cocktail	 	


